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ABSTRAK

Setiap lembaga yang beroperasional berdasarkan prinsip syariah harus
mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya, termasuk
Baitul Mal wa at-Tamwil. DPS bertugas mengawasi pelaksanaan kepatuhan syariah
terhadap kegiatan usaha BMT. Dalam penelitian ini, penyusun ingin membandingkan
efektivitas pelaksanaan pengawasan kepatuhan syariah dengan sampel BMT yang
memiliki total asset yang sama, yaitu BMT Mitra Usaha Ummat (BMT MUU) dan
BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS). Adapun alat pengukuran yang akan
digunakan untuk menilai efektifitas pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT
tersebut secara umum dilihat dari akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI,
penempatan dana pada bank syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha,
memberikan pemahaman kepada karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan
tindakan korektif terhadap hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor
yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan
sertifikasi profesi DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan
pengawasan syariah oleh DPS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat
deskriptif-analitik. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-
empiris yang merupakan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat
yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS. Metode
pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan
manajer dari kedua BMT tersebut di atas dan data sekunder yang meliputi berupa
laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun ceramah-
ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
DPS BMT MUU lebih efektif dalam hal pengawasan akad produk akad yang sesuai
dengan fatwa DSN-MUI, pengawasan penempatan dana BMT pada bank syariah,
intensitas pengawasan kegiatan usaha BMT. Sementara pengawasan yang dilakukan
oleh DPS BMT BRS lebih efektif dalam hal memberikan pemahaman kepada
karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap hasil
pengawasan. Adapun pada analisis perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas pengawasan DPS, dalam hal kompetensi dan sertifikasi profesi DPS BMT,
DPS BMT MUU lebih efektif karena ketua DPS dianggap lebih kompeten baik secara
akademik maupun sertifikasi profesi. Sementara dalam hal pelaporan pengawasan
syariah, DPS BMT BRS lebih efektif karena memberikan rekomendasi dan opini
syariah, meskipun masih terdapat kelemahan.

Kata Kunci: Pengukuran Efektivitas Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, BMT
Mitra Usaha Ummat, BMT Bangun Rakyat Sejahtera
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan senantiasa mempertahankan eksistensi
Kinerjanya untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu. Perusahaan
tersebut berusaha merebut pangsa pasar dengan berbagai strategi pemasarannya
dan juga pelayanan sosial dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba sebesar-
besarnya dan kepuasan pelanggan secara optimal. Di antaranya adalah tumbuh-
kembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang didefinisikan sebagai
lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan
usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan,
maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata
mencari keuntungan.*

Pada definisi LKM tersebut diatas menjelaskan bahwa LKM merupakan
sebuah lembaga bermotif profit yang juga bersifat sosial. LKM melaksanakan
kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya di samping memberikan pinjaman juga

dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama

! Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Keuangan Mikro,” http://www.ojk.go.id/lembaga-
keuangan-mikro, akses pada 07 Desember 2016 Pukul 11:00 WIB.



masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, LKM juga diharapkan dapat
menjalankan proses pendampingan kepada usaha-usaha kecil.?

Salah satu LKM penyedia jasa pembiayaan untuk sektor UMKM adalah
bait al-mal wa at-tamwil (BMT). Bait al-mal wa at-tamwil terdiri dari dua istilah,
yaitu bait al-mal dan bait at-tamwil. Bait al-mal lebih mengarah pada penyaluran
dana non-profit seperti zakat, infag dan shodagqoh. Sedangkan bait at-tamwil
sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana profit (dana komersial). Usaha-
usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.®
Dengan demikian, strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini adalah
dengan memadukan visi dan misi sosial dan bisnis. Dari segi operasionalnya,
BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang
menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali
kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT tentu mempunyai ciri
khas yang sama dengan bank syariah tetapi berbeda dengan koperasi pada
umumnya. Ciri khas tersebut terletak dari sisi pengawasan terhadap prinsip
kepatuhan syariah. Sistem pengawasan kepatuhan syariah ini sangat diperlukan
dalam rangka mewujudkan operasionalisasi BMT yang adil dan sesuai prinsip

syariah yang difatwakan DSN-MUI. Sistem pengawasan kepatuhan syariah akan

2 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah Beberapa
Permasalahan dan Alternatif Solusi, (Yogyakarta: Ull Press, 2002), him, 13.

% Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi”,
(YYogyakarta: Ekonisia, 2008), him. 103.



sangat bergantung pada sikap-sikap pihak yang terlibat. Oleh karenanya, secara
organisatoris setiap BMT harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
bertujuan agar operasional BMT tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Pembentukan DPS ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
oleh Koperasi.* Sayangnya, isi Permen tersebut baru sebatas menunjukkan
keharusan adanya DPS dalam struktur koperasi syariah, tetapi tidak secara detil
mengatur mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang dijalankan oleh DPS
BMT. Pemerintah melalui Kemenkop &UKM kemudian membuat regulasi
pendukung seperti dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan
UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Koperasi. Salah satu yang dibahas dalam peraturan tersebut
adalah mengenai penilian kepatuhan syariah BMT, tetapi lagi-lagi peraturan
tersebut belum secara jelas mengatur bagaimana proses mekanisme pengawasan
kepatuhan syariah itu dilaksanakan oleh DPS. °

Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah melalui Kemenkop dan

UKM dalam persoalan pengawasan kepatuhan syariah yang dilaksanakan oleh

* Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16

/Per/M.KUKM/1X/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah oleh Koperasi.

> Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Nomor 7/Per/Dep.6/Iv/2016
tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi



DPS. Ketidakseriusan tersebut dapat dilihat dari dua peraturan di atas yang
menghapus pasal 42 Keputusan Menkop & UKM no 91 tahun 2004 tentang
Juklak Kegiatan KJKS yang berbunyi: “Pejabat berwenang membubarkan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa
Keuangan Syariah jika koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan
Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam
melaksanakan kegiatan usahanya”.® Berdasarkan pasal tersebut, Dinas Koperasi
bisa membubarkan sebuah BMT/KJKS jika dipandang tidak menjalankan prinsip-
prinsip syariah berdasarkan penilaian DPS. Namun, Dinas Koperasi selama ini
sudah cukup sibuk dengan mengurusi koperasi-koperasi yang tidak sehat secara
modal dan keuangan, tetapi belum menyentuh koperasi yang melanggar prinsip
kepatuhan syariah.

Adapun satu-satunya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai
model pengawasan yang dilakukan oleh DPS terdapat dalam Surat Edaran Bank
Indonesia No. 15/22/DPbS tanun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Tanggug Jawab DPS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pengganti atas
Surat Edaran Bank Indonesai N0.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006. Dalam
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 menerangkan cakupan
pengawaan DPS di BPRS yang meliputi pengawasan terhadap produk dan
aktivitas baru BPRS, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana,

pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

® Surat Keputusan Menteri Koporasi & UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.



Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, bahwa pengawasan penerapan
prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan
penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang melingkupi
pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS dan pengawasan terhadap
kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan serta kegiatan jasa LKS lainnya.
Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru, DPS berhak
meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang mengenai tujuan,
karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam
merencanakan penerbitan produk dan aktivitas baru, dan memeriksa fatwa
dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru.

Regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh DPS di BMT
tentu sangat diperlukan, karena BMT secara fungsi mediasi mempunyai kemiripan
dengan Bank Syariah (BPRS/BUS) dibandingkan dengan LKS non Bank lainnya,
seharusnya juga memiliki perhatian yang sama tentang optimalisasi peran DPS di
dalam struktur kelembagaannya. Persoalan ini menjadi penting, mengingat
perkembangan jumlah BMT di Indonesia sangat pesat. Perhimpunan BMT
Indonesia memperkirakan total seluruh BMT vyang beroperasi di wilayah
Indonesia pada tahun 2014 mencapai 3.900. Di sisi lain, Pemerintah melalui
Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan koperasi jasa keuangan syariah
(KJKS) dalam bentuk Baitul maal Waa Tamwil (BMT) berkembang sangat
signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional
sampai Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah

pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Sayangnya, dari jumlah tersebut, fungsi BMT



saat ini dinilai lebih mengutamakan ramwil/ (profit) dari pada baitul maal (non
profit).

Dari total jumlah BMT tersebut di atas, BMT di Daerah Istimewa
Yogyakarta (DY) paling berkembang dan disebut sebagai barometer BMT di
Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya. Menurut data yang
tercatat di Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah), sampai dengan tahun 2015
terdapat total 150 BMT yang menjadi anggota Pusat Koperasi Syariah, dengan
rincian daerah sebagaimana berikut:

Tabel 1
Jumlah Anggota BMT Puskopsyaah

Daerah Kabupaten/Kota  Jumlah BMT

Kota Yogyakarta 42
Kab. Sleman 40
Kab. Bantul 32
Kab. Kulonprogo 10
Kab. Gunung Kidul 6

Sumber data dari Puskopsyah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
dengan memfokuskan kajian dalam menganalisis, membandingkan dan meneliti
afektivitas kinerja pengawasan syariah compliance yang dilakukan oleh DPS
BMT di daerah DIY. Penelitian ini juga hendak membandingkan kepatuhan
syariah di masing-masing BMT, maka sampel yang dipilih adalah BMT yang

mempunyai total asset yang hampir sama. Selanjutnya dari hasil pra riset yang



dilakukan di Puskopsyah, penyusun mendapatkan dua BMT yang cocok untuk
dilakukan penelitian lanjutan. Kedua BMT tersebut adalah BMT Mitra Usaha
Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS) dengan
total asset sebagaimana digambarkan berikut:

Tabel 2

Perkembangan Posisi Keuangan BMT MUU 3 Tahun Terakhir

Tahun Total Asset Total Hutang
Lancar

2014 27.127.433.514 22.221.226.091

2015 30.836.918.043 27.938.280.365

2016 35.150.052.155 33.268.753.432

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016
Tabel 3

Perkembangan Posisi Keuangan BMT BRS 3 Tahun Terakhir

Tahun Total Asset Total Hutang
Lancar

2014 25.702.191.087 20.651.029.477

2015 28.071.077.104 23.446.231.679

2016 35.146.783.953 29.302.876.710

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Manajemen pada RAT 2016

Penelitian ini sebenarnya ingin mengetahui apakah ada keterkaitan antara
kinerja BMT yang baik dengan sistem pengawasan atau kepatuhan syariah yang
baik pula. Adapun alat pengukuran yang akan digunakan untuk menilai afektivitas

pengawasan kepatuhan syariah kedua BMT tersebut secara umum dilihat dari



akad produk yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, penempatan dana pada bank
syariah, intensitas pengawasan kegiatan usaha, memberikan pemahaman kepada
karyawan terhadap keunggulan sistem syariah, dan tindakan korektif terhadap
hasil pengawasan. Sementara pengukuran faktor-faktor yang berpengaruh pada
efektivitas pelaksanaan pengawasan adalah kompetensi dan sertifikasi profesi
DPS dan pengelola BMT dan regulasi tentang kertas kerja laporan pengawasan

syariah oleh DPS.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagaimana
berikut:
1. Bagaimanakah analisis perbandingan efektivitas pelaksanaan pengawasan
DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT Mitra Usaha Ummat dan
BMT Bangun Rakyat Sejahtera?
2. Bagaimanakah analisis perbandingan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT

Bangun Rakyat Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbandingan efektivitas
pelaksanaan pengawasan DPS terhadap aktivitas produk-produk di BMT
Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis analisis perbandingan faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap afektivitas pengawasan DPS BMT Mitra
Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Secara praktis, dari hasil penelitian ini baik secara langsung maupun tidak
langsung diharapkan dapat berguna bagi:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam merumuskan standar
pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan DPS di lembaga keuangan
khususnya BMT.

2. BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, informasi
dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan langkah-
langkah yang akan diambil oleh kedua BMT dalam mendukung afektivitas
pelaksanaan pegawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS.

3. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam
mengetahui, mengevaluasi tugas, fungsi dan wewenang serta perbandingan
yang efektif terhadap kinerja DPS BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT

Bangun Rakyat Sejahtera.
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4. Bagi akademisi atau para peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan
dan pengalaman penyusun terkait dengan mekanisme pelaksanaan
pengawasan oleh DPS, khususnya mengenai strategi pengawasan,
pelaksanaan mekanisme pengawasan dan factor-faktor yang dapat menjadi
penghambat dan pendukung afektivitas pengawasan kepatuhan syariah di

BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

D. Kajian Teoritik
1. Fungsi Dewan Pengawasan Syariah
a. Pengawasan Terhadap Produk Perbankan

Tugas dan tanggungjawab DPS terhadap pengawasan produk
adalah dengan melakukan pemeriksaan uji petik (sampling) paling kurang
3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad
penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BMT lainnya yang
dilakukan oleh BMT. Kemudian sampel masing-masing produk tersebut
harus dilaporkan sebagai hasil pengawasan.

DPS harus membuat pernyataan berkala bahwa lembaga keuangan
yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan
ini dimuat dalam laporan pertanggungjawaban pengawasan Syariah pada
Rapat Anggota Tahunan BMT yang bersangkutan. Selain itu, DPS

bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang
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dikeluarkan oleh lembaga keuntngan syariah sebelum suatu produk diteliti
kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada
lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang
dari garis guidelines yang ditetapkan (fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika
Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari DPS pada lembaga
yang bersangkutan mengenai hal tersebut. apabila lembaga keuangan
syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan
Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan
kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank
Indonesia, Lembaga Ombudsman maupun ke instansi terkait lainnya untuk
memberikan sanksi dan tindakan tegas agar perusahaan tersebut tidak
mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-
ketentuan syariah tersebut.’

b. Kegiatan Pengawasan DPS

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan
dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya. DPS juga melakukan
hal-hal sebagai berikut:®

1) Melakukan pemeriksaan di kantor BMT paling kurang 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) bulan.

" Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2009), him. 234.

8 1bid., him. 237
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2) Meminta laporan kepada Direksi BMT mengenai produk dan aktivitas
penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BMT lainnya
yang dilakukan oleh BMT.

3) Melakukan pemeriksaan secara uji petik (sampling) paling kurang
sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad
penghimpunan dana, pembiayaan dan Kkegiatan jasa lainnya
termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BMT.

4) Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan
sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah, paling
kurang meliputi: (a) pemenuhan syarat dan rukun dalam akad
(perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara
BMT dengan nasabah, (b) kecukupan dan kelengkapan bukti
pembelian barang dalam pembiayaan murabahah, (c) kecukupan dan
kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai
dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudarabah atau
pembiayaan musyarakah dan penetapan dan pembebanan ujrah (fee)
kepada nasabah untuk produk pembiayaan gard untuk meyakini
bahwa penetapan wujrah (fee) tidak terkait dengan besarnya
pembiayaan gard.

5) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau
konfirmasi kepada pegawai BMT dan/atau nasabah untuk memperkuat

hasil pemeriksaan dokumen yang diperlukan.
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6) Meminta bukti dokumen kepada manajer BMT mengenai: (a)
perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah
penyimpan, (b) pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal
BMT menerima pembiayaan dari bank lain, (c) pencatatan dan
pengakuan pendapatan yang berasal dari  pengenaan  denda,
penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal
lainnya, dan (d) pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat,
infak, dan sedekah.

7) Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas:
(@) kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa
BMT lainnya yang dilakukan oleh BMT dan (b). perhitungan dan
pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran bonus atau
bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada
bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda,
penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal
lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan
sedekah.

8) Melakukan pembahasan dengan BMT mengenai hasil temuan
pengawasan penerapan prinsip syariah yang hasilnya dituangkan
dalam risalah rapat.

9) Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas

kegiatan usaha BMT, dan
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10) Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil
pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia,
termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank

Indonesia.

2. Urgensi Pengawasan DPS
Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga otonom
dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota DSN terdiri dari para
ulama, praktisi, dan pakar muamalah syariah yang ditunjuk dan diangkat oleh
MUI dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun. Dewan Syariah
Nasional berfungsi mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar
sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan itu, Dewan Syariah Nasional
membuat garis panduan (guidelines) dengan mengkaji, menggali, dan
merumuskan nilai dan prinsip syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan
pedoman dalam kegiatan transaksi dan analisis produk dan jasa di lembaga
keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang
sebagai berikut:’
1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk
sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
2) Mengeluarkan fawa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

% Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
him. 382.
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4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Dewan Syariah Nasional kemudian merekomendasikan seorang ulama
atau cendekiawan muslim untuk menjadi DPS (DPS) yang betugas untuk
mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya
agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang didasarkan pada
garis panduan (guidelines) yang disusun dan ditentukan oleh DPS. Adapun
wewenang DPS meliputi:*

1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
yang berada di bawah pengawasannya.

2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga
keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan lembaga yang
bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional.

3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan
syariah yang durasinya kepada DPS sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1
tahun anggaran.

4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan

dewan syariah nasional.

3. Pengukuran Efektiftifitas Pengawasan DPS
Mekanisme pengawasan efektif tentunya sangat diperlukan oleh DPS
untuk menghindari adanya fraud atas penyimpangan nilai-nilai syariah di

lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini sejalan

% 1pid., him. 293
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dengan tugas dan fungsi DPS untuk memastikan derajat kesesuaian antara
produk dan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Untuk mengukur afektivitas pengawasan DPS di BMT, diperlukan

identifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Kriteria Produk Mengacu pada Fatwa DSN-MUI

b. Penempatan Dana pada Bank Syariah

c. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha

d. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan

e. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan

Sistem Syariah
f. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi

g. Regulasi tentang Kertas Kerja Pengawasan Syariah

E. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara
langsung dengan melihat lebih dekat obyek yang akan diteliti. Obyek yang
dimaksud dalam penelitian adalah afektivitas mekanisme pengawasan DPS
dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah di BMT Mitra Usaha
Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif-analitik, tujuannya adalah untuk membuat deskripsi,
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gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan secara sitematis, faktual dan akurat
untuk menjelaskan permasalahan penerapan dan perbandingan afektivitas
mekanisme pengawasan DPS di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera, kemudian menarik sebuah kesimpulan untuk dijadikan
solusi atas permasalahan tersebut.

Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan  yuridis-empiris.  Pendekatan  yuridis-empiris  merupakan
pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan
kenyataan yang ada mengenai pelaksanaan pengawasan DPS di BMT Mitra
Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera baik dari sudut pandang
teori hukum syariah, peraturan perundan-undangan dan kebijakan yang
berlaku maupun pendapat beberapa ahli.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, pertama,
data primer, yaitu hasil wawancara dengan DPS dan manajer dari kedua
BMT tersebut di atas yang menjadi obyek penelitian. Penyusun akan
mewawancarai langsung para responden mengenai pokok-pokok masalah
dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara) yang sudah
dipersiapkan sebelumnya. Selain itu, penyusun juga melakukan observasi
langsung ke lapangan untuk mengecek suatu data apakah valid atau
tidaknya. Kedua, data sekunder, yaitu meliputi data-data keterangan-

keterangan dari pihak-pihak pendukung, hasil dokumentasi, baik berupa
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laporan-laporan kegiatan RAT, brosur-brosur, tulisan-tulisan, maupun
ceramah-ceramah reponden yang berkaitan dengan penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah dengan
menggunakan dua buah BMT yang didasarkan atas keterwakilan BMT di
DIY yang memiliki tingkat asset yang sama berdasarkan laporan keuangan
pada posisi Desember 2016 dan juga mempunyai data yang dibutuhkan.
Maka dari itu, dalam hal ini, penyusun mendapatkan rekomendasi BMT
dari Lembaga Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) DIY, yaitu BMT
Mitra Usaha Ummat (total asset Rp. 35.150.052.155) dan BMT Bangun
Rakyat Sejahtera (total asset Rp. 35.146.783.953).
3. Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber, baik sumber primer (hasil wawancara)
maupun sekunder (catatan-catatan lapangan). Selanjutnya, penulis akan
melakukan tahap penafsiran dan perbandingan data berdasarkan kerangka

teori yang telah dibangun sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan
Dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam
penelitian ini, maka penyusun membaginya dalam lima bab, di mana kelimanya

tersebut saling berkesinambungan, sebagaimana dijelaskan berikut:
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Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran
secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, kerangka teoritik, dan metode penelitian serta sistematika
pembahasan. Bagian ini merupakan bagian pengantar untuk selanjutnya menjadi
kajian pembahasan pada bab berikutnya.

Bab kedua berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai gambaran
secara umum pendefinisian pengawasan secara teori kemudian mengerucut dan
memfokuskan diri pada pengawasan BMT dan mekanisme pengawasan dewan
pengawas syariah berdasarkan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang
ditetapkan oleh perundang-undangan. Pada bab ini penulis akan mengkaji
penelitian terdahulu mengenai dewan pengawas syariah, dilanjutkan dengan
kajian teori-teori terutama yang berkaitan dengan konsep pengawasan, kepatuhan
syariah dalam lembaga mikro syariah, teori mengenai peran dan tanggungjawab
DPS, kemudian diakhir tentang penjabaran pengawasan efektif terhadap
kepatuhan perinsip-perinsip syariah yang nantinya akan dijadikan dasar dan
pijakan dalam melakukana analis dan pembahasan di bab selanjutnya.

Bab ketiga akan menggambarkan secara umum variabel penelitian yang
menjadi obyek dalam penelitian ini. Gambaran umum tersebut akan menampilkan
profil BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, kemudian
dilanjutkan dengan mekanisme pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh DPS
di masing-masing BMT terebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca

dalam memahami karakteristik obyek di dalam penelitian ini.
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Bab empat merupakan inti di dalam pembahasan tesis ini, yaitu analisis
yang dialkukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam bab kedua berdasarkan teori
hukum, peraturan peundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan
temuan yang penyusun temuan di lapangan, terutama dalam melakukan analisis
tentang perbandingan afektivitas mekanisme pengawasan dewan pengawas
syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Bab kelima merupakan bab terahir yang berisikan penutup dari tesis yang
berisikan kesimpulan dari jawaban semua permasalahan yang diteliti dan
dianalisis, serta beberapa saran dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang
efektif dan efisien bagi dewan pengawas syariah dalam mengawasi kepatuhan

syariah di BMT Mitra Usaha Ummat dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini

memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1.

Pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Mitra Usaha
Ummat (BMT MUU) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BMT BRS)
yang mempunyai nilai asset yang sama, berdasarkan analisis
perbandingan dengan pengukuran efektivitas pengawasan DPS dapat
dijelaskan berikut:
a. Akad produk mengacu pada fatwa DSN-MUI
Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan penelusuran
dokumen-dokumen pengawasan menunjukkan bahwa DPS BMT
MUU telah menjalankan prinsip syariah sebagaimana fatwa DSN-
MUI. Sedangkan DPS BMT BRS, diketahui terdapat akad yang
menyimpang dari fatwa DSN-MUI terkait produk yang dijalankan
BMT BRS, yaitu simpan dapat hadiah. DPS BMT BRS kemudian
tidak secara tegas memberikan opini yang sesuai dengan fatwa DSN-
MUI tentang Tabungan dan Deposito.
b. Penempatan dana pada bank syariah
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop & UKM

No. 07/Per/Dep.6/1V/2016DPS mewajibkan semua BMT untuk
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menempatkan dana usahanya di bank syariah. DPS BMT MUU
menyatakan mereka memahami aturan tersebut sehingga semua dana
koperasinya ditempatkan pada bank Mandiri Syariah dan bank BNI
Syariah. Sementara di BMT BRS, berdasarkan hasil pengawasan
DPS diketahui bahwa pengelola BMT BRS masih menempatkan
dana koperasinya pada bank konvensional, yaitu bank BCA dan
bank Mandiri. Dalam opininya kemudian DPS BMT BRS tidak
memerintahkan kepada pengelola untuk memindahkan dana tersebut.
Intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha

Dalam SBI No0.15/22/DPbS tahun 2013 menyatakan bahwa
DPS minimal melakukan pemeriksaan satu bulan satu kali terhadap
operasional lembaga keuangan syariah. Jika mengacu pada aturan
tersebut, pengawasan DPS di kedua BMT dapat dikatakan tidak
efektif. DPS BMT MUU, melakukan pemeriksaan data-data yang
dilaksanakan pertiga bulan sekali (empat kali) dalam satu tahun tutup
buku. Sedangkan di BMT BRS hanya dua kali dalam satu tahun. Jika
intensitas  pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut
diperbandingkan, maka DPS BMT MUU sedikit lebih baik.
Koreksi terhadap hasil temuan pengawasan.

Menurut hasil kajian dan pemeriksaan DPS, pengelolaan
BMT MUU secara operasional telah dilaksanakan berdasarkan
prinsip syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Opini DPS BMT MUU

tersebut tidak disertai dengan penyajian hasil pengawasan yang baik
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untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan apa saja yang dapat
menyimpulkan bahwa pengelolaan BMT MUU sudah sesuai prinsip
syariah. Sementara di BMT BRS, DPS menemukan indikasi
pelanggaran syariah yang dilakukan oleh pengelola BMT dalam hal
penempatan produk dan penempatan dana BMT, sehingga DPS
memberi rekomendasi perbaikan untuk tidak mengambil keutungan
dari kedua kegiatan usaha tersebut. Maka dari itu, dalam hal ini, DPS
BMT BRS telah melaksanakan koreksi terhadap hasil temuan
pengawasan.
Memberikan pemahaman terhadap stakeholder tentang keunggulan
sistem syariah menunjukkan

Hasil penelitian menunjukkan BMT BRS merupakan yang
paling sering mengadakan kajian-kajian dengan materi meliputi fikih
muamalat, tafsir ekonomi, keuangan, motivasi dan lainnya kepada
karyawannya. Kajian ini rutin dilaksanakan setiap hari jumat, baik
difasilitasi langsung oleh DPS (sebagai pemateri) atau pihak
eksternal BMT yang sengaja diundang. Meskipun tidak setiap kajian
dihadiri oleh DPS. Sementara di BMT MUU, Kkajian tersebut
diadakan sebulan sekali, baik kajian yang diampu langsung oleh
DPS, maupun oleh pengurus dan manajer. Jika pengukuran
efektivitasnya dinilai secara kuantitatif, naka BMT BRS dalam hal

ini lebih baik dalam menjalankan kegiatan kepatuhan syariah.
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2. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan
pengawasan DPS di BMT dapat disederhanakan dalam dua hal, yaitu
kompetensi dan sertifikasi profesi DPS dan masalah pedoman laporan
laporan pelaksanaan pengawasan syariah. Pada persoalan kompetensi dan
sertifikasi profesi DPS, diketahui bahwa kedua manajer di BMT yang
diteliti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajer koperasi
syariah sehingga keduanya dianggap kompeten. Sedangkan pada DPS,
dari empat DPS yang berada di kedua BMT tersebut, diketahui hanya
satu DPS saja yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai DPS yang
diselenggarakan oleh DSN-MUI, yaitu Bapak Hajar Dewantara (ketua
DPS BMT MUU). Kemudian dalam hal pedoman laporan laporan
pelaksanaan pengawasan syariah, tidak adanya standar pelaporan yang
harus dibuat DPS membuat masing-masing DPS di kedua BMT
menginterpretasikan sendiri-sendiri pelaksanaan pengawasan seperti apa

yang baik dan efektif.

B. Saran
Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka
penyusun perlu mengajukan saran atau rekomendasi baik kepada pihak-pihak
terkait maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa

saran dan masukan yang menjadi rekomendasi penyusun.
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1. Saran Bagi Kemenkop & UKM

a.

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan
seyogyanya membuat peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar pengawasan dan
pelaporan pengawasan DPS dapat dilakukan secara efektif.
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasan
memberi sanksi tegas bagi BMT-BMT vyang tidak mengindahkan
penilaian kesehatan yang telah diatur, utamanya yang berkaitan
dengan kepatuhan syariah.

BMT perlu mendapat kepastian hukum terkait lembaga yang
berwenang dalam melakukan pengawasan, apakah kemenkop & UKM

atau OJK.

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

a.

Perlunya melakukan pengembangan penelitian dengan menggali
pengukuran efektivitas yang lainnya

Perlunya kajian yang komprehensif tentang pelaksanaan kepatuhan
syariah yang meliputi semua komponen BMT baik DPS, Pengawas

Operasioal, Manajer dan Karyawan.
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Permohonan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah

Kepada
Yth Bapak/Ibu Dewan Pengawas Syariah BMT
di DIY

Assalamualaikum Wr. Wb.
Sehubungan dengan adanya pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan

tersis yang berjudul “Analisis Perbandingan Efektivitas dan Mekanisme Kinerja
Pengawasan Syariah Compliance BMT di DIY”, dengan ini saya:

Nama : Muhammad Khutub

NIM : 15.203.101.20

Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/ Keuangan dan Perbankan Syariah
Kampus : Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.

memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan melakukan wawancara dengan
pertanyaan-pertanyaan yang terlampir. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam
wawancara ini adalah sekitar 15-20 menit.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas keluangan waktunya saya
ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wh.



Panduan Interview dengan Dewan Pengawas Syariah

A. Pertanyaan tentang Pengukuran Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan

BMT

1. Akad Produk Mengacu Pada Fatwa DSN-MUI
a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemilihan produk baik

pendanaan maupun pembiayaan yang digunakan oleh BMT?

b. Apakah dalam proses penentuan pemilihan produk pendanaan dan

pembiayaan melibatkan Bapak/Ibu?

c. Apakah Bapak/lbu telah mempelajari fatwa-fatwa produk pendanaan

dan pembiayaan DSN-MUI?

2. Penempatan Dana pada Bank Syariah

a.

Apakah Bapak/Ibu dapat memahami dengan baik laporan keuangan
BMT?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui pada bank apa saja dana BMT

ditempatkan? mohon disebutkan semuanya.

3. Intensitas Pengawasan Kegiatan Usaha BMT?

a.

C.

Dalam sebulan, berapa kali Bapak/lbu melakukan pengawasan
syariah di BMT?

Dalam satu semester, berapa kali Bapak/Ibu mengadakan rapat
koordinasi dan evaluasi dengan DPS lainnya?

Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan inspeksi khusus soal
kepatuhan syariah terhadap produk dan kegiatan BMT kepada

karyawan atau manajer dengan waktu yang tidak menentu?

4. Koreksi Terhadap Temuan Hasil Pengawasan

a.

Data apa saja yang diperoleh oleh Bapak/Ibu dalam melakukan

pengawasan syariah secara periodik?

b. Apakah Bapak/lbu pernah menemukan pelanggaran kepatuhan

syariah yang diperbuat oleh karyawan atau manajer BMT kaitannya

dengan pemeriksaan data?



c. Bagaimana tindakan Bapak/lbu jika menemukan pelanggaran
kepatuhan syariah dari hasil pemeriksaan atau inspeksi pengawasan?
5. Memberikan Pemahaman Kepada Stakeholder Terhadap Keunggulan
Sistem Syariah
a. Apakah Bapak/Ibu mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya
mematuhi prinsip-prinsip syariah kepada manajer atau karyawan
BMT?
b. Apakah Bapak/lbu sering mengisi kajian-kajian yang dapat
memberikan pemahaman kepada manajer atau karyawan terhadap
pentingnya sistem ekonomi Islam? Kalau iya, dalam satu bulan

berapa kali?

B. Pertanyaan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas
Pengawasan
1. Kompetensi dan Sertifikasi Profesi DPS

a. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang hukum Islam
(muamalah) /ekonomi Islam?

b. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pemahaman di bidang pencatatan
laporan keuangan?

c. Apakah Bapak/lbu mempunyai pemahaman di bidang ekonomi
keuangan dan perbankan?

d. Apakah Bapak/lbu pernah mengikuti seminar/kursus/ pelatihan/
loka karya dengan DSN-MUI, atau ABSINDO maupun lembaga
lainnya mengenai sistem kepengawasan di lembaga keuangan
syariah? Berapa kali?

2. Pedoman Kertas Kerja Pengawasan

a. Apa standar yang digunakan Bapak/lbu dalam penyusunan kertas
kerja pengawasan?

b. Bagaimana proses yang dilakukan Bapak/Ibu dalam penyusunan

opini syariah terkait dengan hasil pengawasan kepatuhan syariah?



1L APORAN PENGAWAS ORGANISASI DAN PENGAWAS SYARIAHNH
KRSEPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA

RAT KE 14 TAHUN 2016

PENGAWASAN SYARIAT
Daw 1¢ y
a Syariah (DPS) BMT BRS pada dasarnya

bank Islam mendapat

@kan menyatakan bahwa



penerimaan ini tidak boleh dimasukkan dalam profit yang dialokasikan
untuk pengguna dana dan pemegang akun investasi.

e« DPS memastikan agar zakat dihitung dengan benar, dilaporkan secara
transparan dan didistribusikan secara merata kepada penerima zakat.

e DPS bertanggung jawab menyatakan opini bank Islam dalam menjalankan
peran sosialnya di lingkungan masyarakat.

Jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan selama tahun 2016 sebagai

berikut :
Akad & ot o0 : Nominal (
Pembiayaan | Jumlah (nasabaki) = Rupiah)
Murabahah 602 = 16.155.603.770
Musyarakah 11 | 832.513.000
Kafalah 2 200.405.556
Hiwalah 69 2.787.975.724
ljarah 147 1.765.605.136
Al Qardh 196 7.819.571.586
Jumlah 1027 29.561.674.772

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama tahun 2016 dan merujuk hal di atas
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

s 5881 hasii untuk penyimpan dana Berigguriakan akad wadiah untuk
_— - da udharabah mutlagah untuk simpanan berjangka

BRS berhak menggunakan dana yang dihimpun
alal.

U nakannya untuk pembiayaan yang aman danh
asabah penabung diberikan ketika dana tersebut

. | msbah yang sudah disepakati di awal
I skasikan maksimal 20% dari pendapatan.

 .' an adalah 40 : 60, 3 bulan 50:50,6



2 Sumber pendapatan BMT terdiri dari beberapa, yaitu -
Margin pembiayaan murabahah dan derivasinya Pengenagn Margip
(keuntungan yang ditetapkan nominalnya) diperbolehkan dalam akad jiq
beli. Berdasarkan fatwa DSN MUI bahwa pada akad murabahgp, barang
harus sudah ada pada saat akad. Karena keterbatasan kemampuan teknis,
maka nasabah diperbolehkan membeli barang yang dibutubkan sengip;
dengan menandatangani akad wakalah yaitu akad perwakilan dar pihak
BMT kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebuuh annya sendiri.
3. Ujrah pembiayaan ijarah dan derivasinya
Pengenaan ujrah (keuntungan yang ditetapkan nominalnya) pada akad ijarah
(sewa menyewa) diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUL Karena
keterbatasan  kemampuan teknis, maka nasabah diperbolehkan
membayar/menyewa barang yang dibutuhkan sendiri dengan
menandatangani akad wakalah yaitu akad perwakilan dari pihak BMT
kepada nasabah untuk menye\nhmg sesuai kebutuhannya sendiri.
Lt g b .P"‘“b‘am musyarahﬂ dan mudharabah

”Yang q;sepah;au di awal akad adalah nisbah

ibag; kot l&eun(nﬂgan di amara kedua belah pihak.
x‘: - /

kélmhgm yang nyata dnpemleh (bukan

Ang real terjadi. Praktek yang masih
lan mudharabah adalah pembagian
;s @ muncul bagi hasil yang tetap
ek riba qord dan riba jahiliyyah
K terpantau usahanya.



6. Administrasi pembiayaan dan tabungan
Pengambilan pendapatan dari administrasi dan tabungan diperhol
3 ¢ perbo &

.hkan
sclama merupakan biaya yang real timbul dar; melakukan pel
4 pelayanan

sehingga perlu dirinci penggunaan pengenaan biaya

administrasi dan
tabungan dari nasabah.
"' Bak] hd\ll L‘Cp’(‘§|‘0 (IJ" \”np("]r]n "' He ank 2tany e 'f\h aga I N
Bagi hasil deposito dan simpanan di banv atan lembaga lain holeh diakui

sebagai pendapatan yang sah jika berasal dan lembaga dengan sistem
syanah.
8. Bunga bank konvensional

Secara ideal, lembaga keuangan dengan sistem syariah tidak diperbolehkan
bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional (terutama kredit di
bank konvensional) dikarenakan takut tercampurnya pendapatan lembaga
dengan bunga bank yang hukumnya haram. Akan tetapi, dalam prakteknya
untuk melayani nasabah ada beberapa transaksi yang berhubungan dengan
bank konvensional. Di BMT BRS mempunyai rekening di Bank BCA,
Mandiri dan beberapa bank yang lain. Untuk menjaga kebersihan

maka bunga dan pendapatan lain yang berasal dari bank

dimasukkan ke dalam rekening dana non halal dan akan

untuk dana sosial yang bersifat pembangunan fistk.

ILOLAAN ZAKAT

tamwnl BMT juga mengelola maal.
| lain harus dike

Dana maal yang
Jola secara
__e daqoh dan dana sosia

' juga dapat mendukung

Hal ini dapat

sran sosial
iah. Selain itu peran SOS
ah.

aan masyarakat gecara umum.
1] ' pdayadit
ya bersifat konsumtif tetapt pembe

an tercapal
? »-menjadt muzakKki akan tercapx



E. PERAN SOSIAL DAN INFORMASI LEMBAGA D1 \l,x\s\"_\".\

KA‘["
Lembaga BMT mempunyai kewajiban untuk menyebarkyy

Maray lemn

terutama fentang muamalah dan ekonomi syariah kepada iy g, vekelilipg,
yu,

F. REKOMENDASI PERBAIKAN -
|. Perlu dilakukan evaluasi tentang pcningkumn Eher dayy Mk

terhadap pengurus, pengawas, dan karyawan ... Jipertuka Sesug|

urgensinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningi oo ) kualitug kinerpy

yang lebih baik dan profesional.

ro

Membuat alur peningkatan kualitas SDM yang  berkelanjutkan dan

terkontrol hasilnya.

3. Koperasi sebagai badan usaha dituntut untuk sclaly mengembangkan i

melalui usaha-usaha bary (diversifikasi) yang dapat  memberikan

keuntungan bagi koperasi maupun anggotanya.

4. Perlu dilakukan studi aplikasi penerapan syanah pada produk pembiayaan
dan kontrol akad agar benar-benar sesuai Syariah dengan tetap
memperhatikan keuntungan yang diperoleh.

5.

Laporan keuangan dana maal diterbitkan sebulan ¢
Secara transparan.

ekali dan dipublikasikan

Heawas tahun buku 2016 yang merupakan bentuk

» -_pnikan dengan harapan unk dapat diketahui,

HED anggota untyk kemajuan Koperasi dimasa

c "Fahun 2017 adalah melaksanakan
‘ Managemen organisasi dan
bini ada hal-hal yang kurang
o1 @ koperasi pada umumnya,

i Pengurus/Pengawas



Yogyakarta, 18 Februar 2017
Pengawas KSPPS BMT Bangun Rakyat Seiainers
Ketua Laggee

H. Cholid Mahmud, ST., MT Dry. Ahmad Agws Seofwan

s G STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
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KERTAS KERJA

PENGAWASAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK

DAN AKTIVITAS BMT MUU TAHUN 2016

AKTIVITAS BARU YANG DILAKUKAN

HASIL PENGAWASAN

Meminta penjelasan dari pejabat BMT
MUU yang berwenang mengenai tujuan,
karakteristik, serta fatwa dan/ atau akad
yang digunakan sebagai dasar dalam
rencana penerbitan produk dan aktivitas

banms.
SRS

S—— 1

NIHIL

&

msa fatwa dan/ atau akad yang

: hal produk dan aktivitas baru belum |

tiganekan produk dan aktivitas baru.
kung dengan fatwa dan/ atau akad dari |

DSN-MUI, maka DPS mengusulkan |
kepada GM BMT MUU untuk meminta
fatwa kepada DSN-MUI.

NIHIL

Mereview fitur, mekanisme, persyaratan,
ketentuan, sistem dan prosedur (SOP)
produk dan akfivitas baru terkait dengan
pemenuhan Prinsip Syariah.

NIHIL

NO

AKTIVITAS YANG DILAKUKAN i

-

HASIL PENGAWASAN

Meminta laporan kepada GM BMT MUU
mengenai produk dan aktivitas

himpunan dan menyalurkan dana
p;rll'?jesa yang difakukan oleh BMT.

Kegiatan funding yang |
dilakukan oleh BMT MUU |
1.Wadi'ah : 60 rek ';
2. Mudharabah : 6838 rek |

Sedangkan kegiatan
financingnya memakai
prinsip syariah:

1. Multijasa: 1 rek.

2. Mudharabah : 0 rek
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Melakukan pemerikasaan secara uji petik

(sampiling) paling kurang 3 (tiga) nasabah untuk
masing-masing produk dan/ atau akad
penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan
j;EaUBMT lainnya yang dilakukan oleh BMT

a. Penghimpunandana
1) Tabungan Wadiah;
2) Tabungan Mudharabah;
3) Deposito Mudharabah.
b. Pembiayaan
1) Pembiayaan Murabahah;
FZW 2 Pembiayaan Istishna;
i # . 3) Pembiayaan Musyarakuh;
: 4) Pembiayaan Mudharabah;
5) Pembiayaan ljarah;
6) Pembiayaan ljarah Muntahiya Bit
Tamiik (IMBT);
7) Pembiayaan Musyarakah
Muttanagisah (MMQ);
8) Pembiayaan Multijasa;
9) Pembiayaan Qardh;
10) Lainnya.
c. Kegiatanjasa
d. Restrukturisasi pembiayaan

Untuk pemeriksaar kali ini,

yang dijadikan sampel

pemeriksaan adalah

1. produk Pembiayaan
Murabahah dan

2. Pembiayaan Qord.
Dalam hal pelaksanaan
kedua produk di atas, BMT
MUU telah melaksanakannya
sesuai Fatwa MUI.

Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah
yang ditetapkan sebagai sampel untuk
mengetahui_pemenuhan Prinsip Syariah,
antara lain:

a. Pemenuhan syarat dan rukun dalam
akad (perjanjian) pembiayaan maupun
akad penghimpunan dana antara BMT
MUU dengan nasabah;

b. Kecukupan dan kelengkapan bukti
pembelian barang dalam pembiayaan

murabahah;

laporan
| ‘esbagel dasar perhitungan bagl heak uk
-.f_.‘yujmbl&!‘l‘” mudharabah atau

1. Dokumen SOP Produk
Pembiayaan Murabahah
sesual dengan prinsip
syariah. Kegiatan
pelaksanaannya juga
sesuai dengan prinsip
syariah

2. Dokumen SOP Produk
Pembiayaah Musyarakah
sesuai dengan prinsip
syariah, sedangkan
implementasinya juga
sesuai dengan prinsip

syariah.
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:m pembebanan ujrah (fee)
S: untuk produk pembiayaan
ragun emas untuk meyakini bahwa
pan ujrah (fee) tidak terkait dengan
pembiayaan gardh.

n inspeksi, pengamatan, permintaan
an dan/ atau konfirmasi kepada
BMT MUU dan/ atau nasabah untuk

uat hasil pemeriksaan dokumen
Ma)na dimaksud pada angka 3 (apabila

Kegiatan pemeriksaan juga
meminta
keterangan/konfirmasi
kepada GMBMTMUU. .

- dalam hal BMT MUU menerima
ALY "pmbiayaan dari bank lain;

yang berasal dari pengenaan denda,

- penempatan pada bank konvensional dan
pnndapalan nwi!alal lainnya;

Dokumen yang diperiksa
meliputi konsep dasar SOP-
nya dan dokumen
transaksinya. Keduanya
sesuai Fatwa MUI

Tr—

a‘l’ ‘ler‘kalt aspek

F’ an penghumphnarr dana,

i e ST 0L

Dengan demikian, maka DPS
berpendapat bahwa objek
pemeriksaan di atas telah

; pemenuhl Prinsip Syariah
"sebagaimana yang diatur

dalam Fatwa MUI




NERACAKOMPARATIF

REK AKTIVA 31-Doc- 14 3-Dec-15 REK PASIVA |
Kas 721,531,489 137,457 197 | Hulang Jk pender
Bark 6479 940,217 8435783 311 | Hutang Jk pangang
Puskopsyah 72 096 456 72646456 | Simpanan Sukarela |27+
Pembayaan AngQola 10,783,130,545 | 20,219,201 988 | Simpanan Pokok
wﬂ '7“.62‘852 '%Bq’b 9 m Tl!j)dn ')s_(j“}" P.’)i!)&
‘mmm ‘88”80‘4 466000 ‘112 Slmpnﬁ;,'\ 'f'&“b
Inventans 538,9829?5 586 927 425 S"""f,'.'l".i;-'_ef’_'_:!‘ 5|
ww 185,587,800 1.709.113 400 | Haduah & Hbar
[Nmfasi Ponyusutan | -397.599.110 | 481.235208 | Cadangar

Laba tahun in

Rupa-rupa Pasva |

Jumiah 27127433514 | 30836918 043 Jurriah

Sleman, 09 Maret 2016

PENGURUS KSU SYARI'AH BMT MITRA USAHA UMMAT

Ketua

Wakil Ketua

Sekertaris

: 1. Drs.H.M. Sularmo, M.Ag.

. 1. Drs. H.Abdul Kasri

2. Drs. H.Shobariman

- 1. Supriyadi, S.Pd

2. Taufiq Wahyu Widodo, SH

1. HM. Awali, Ama.Pd

2. Drs. H.Kamidi

(6 i
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(o,‘- ”,-q;q?l-o‘)bobd LR 1
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P_l_eraoa ‘Kom_parasi tahun 2015 dan tahun 2016

At 5 |

AKTIVA TAHUN 2015 | TAWUN 2016 KETERANGAN Wl

- NOMINAL - [NAIK/TURUN | %
Kas TATASTANY | @070 651 214 N 0%
| Bank R AR !rH " 10 m‘nuu 'H-l M'.l 01 v.ni N 2%
?___Puikﬂmynh 1§ (dn A5 10 m A2 ‘_\/m, 1) 00 ~ 62%
_Pembayaan Anggols | 20219201080 [ 2220001550 | 19081651 | N | 10N
- Cad Penghapusan 08076900 | 04215000 | 4761 «Yff N AT
Beban Dibayar Omuka | 466 m\m’_%_ J".T.‘m_, e '.mu B o
- Inventaris 546,027 425 171 508 A% 184 664 400 N 10
.'?t'dung dan Kanlor ,"\;—1;‘1*:.- 1-4 = —‘_4” A4 uﬁrT\ " 'u\ \1 | 5%
Akumulas Panyisutan F m .'\ "-‘ ;4._{4 "'u ;:h*‘ ',.-‘ 25 1 | %

Tanah 0 1 1462 100 (%) 4462 100 000 N 100%

JUMAH | 0806 GI08 | 396150067 155 il 12 N 4%

- PASIVA i TAHUN 2015 i TAMUN 2016 : ol KETERANGAN

Hutang Jk Pendek 0 | NOMINAL | NAIKTTURUN | %
~ Hutang Jk Panjang 1,287 602 M6 0 | AT 008 100%

Simpanan Sukarela 26,305,040 215 1| /4 AU 61 6% §004 547417 N 19%
~ Simpanan Pokok 624,000,000 124 500.000 105,500 000 N 1%
 Tilipan Simp. pokok 43,840,000 53,047,450 9.207 850 N 1%
 Simpanan Wajh 090010 | o70a2n7s0 | teosarée0 | N | ww
, Simpanan Khusus 347,500,000 385,500,000 36,000,000 N 1%

Hibiah 5,500,000 5,500,000 N
~ Hadiah & Hibah 71,570,900 11,570,900 0 T 0%
| Cadangan 1,245,759.604 1431927 848 186,172,194 N 15%

uu tahun inl 309,219,529 3712 950,175 6,670,646 N #\%
¥ 0| | 1 | oo
| Rupa-mpa Pasiva 11,429,209 ,]
ke OO | g | ] N | 1
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